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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa

mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Pemerintah telah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagi

narapidana tindak pidana narkotika¬-psikotropika, korupsi, terorisme, dan kejahatan HAM berat, remisi

diberikan setelah mereka menjalani sepertiga masa pidana dan berkelakuan baik. Hal ini berbeda dengan

peraturan sebelumnya yang tidak membedakan jenis tindak pidana.

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi remisi dalam pembinaan narapidana tindak

pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat dan mengetahui langkah-

langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan

HAM DKI Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam pemberian remisi bagi mereka.

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap petugas Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, dan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berkaitan secara langsung dengan bidang remisi, registrasi dan

statistik maupun narapidana tindak pidana narkotika¬p-sikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM

berat.

 

Analisis penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-

psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2006. Fungsi remisi maupun langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sama seperti tindak pidana

umum lainya dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Tentang Remisi.

 

Untuk itu perlu direkomendasikan agar Pemerintah segera melakukan pengkajian untuk memberikan

kejelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor

Wilayah maupun Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak
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pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

This study aimed to determine whether Changes in evaluation system demands new norms in social life to

always in track with development within society, including regulations about remission. Government passed

Regulation Number 28/2006 about alteration to Government Regulation Number 3211999 about Conditions

and Requirements of Inmates' Rights. For inmates granted with cases of drugs, corruption, terrorism and

human rights violation, remission is granted after they have done one third of conviction time and recorded

good behavior. This is different from the previous regulation which did not differentiate the nature of

criminal cases.

 

This study is conducted to find how remission works inmates in drugs, corruption, terrorism and human

rights violation cases, and various steps that need to be taken by Director General of Correction, Jakarta

Regional Office of Law and Human Rights, and Correctional Institution of Class I Cipinang in granting

remission for them.

 

This study is a descriptive analysis and categorized as qualitative research. Sources of information were

obtained from interview with officers in Correctional Institution Class I Cipinang, Regional Officer of Law

and Human Rights, and Director General of Correction who have direct access to area of remission,

registration and statistic, as well as inmates with cases of drugs, corruption, terrorism and human rights

violation.

 

This research also revealed that informants feel that remission for those inmates has not in accordance with

government Regulation Number 2812006. Remission and other treatments conducted by Director General of

Correction for those special inmates are basically the same as with other inmates, which is based on

Government Regulation Number 3211999 about Conditions and Requirements of Inmates' Rights and

Presidential Decree Number 174/1999 about Remission.

 

Therefore it is recommended that the government should do through examination to clarify Government

regulation Number 28/2006 about alteration to Government Regulation Number 3211999 about Conditions

and Requirements to give assurance to Director General of Correction, Regional Officer of Law and Human

Rights and Correctional Institutional in granting remission for inmates with cases of drugs, corruption,

terrorism and human rights violation.</i>


